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ABSTRAK 

Peneliti membuat judul penelitian yaitu Eksekusi Objek Jaminan Gadai Yang Melibatkan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen ( Study KasusoPutusan MahkamahoAgung No. 480 K/Pdt. Sus/2012), 

dengan permasalaahan yeng diteliti yakni: Bagaimana tata cara eksekusi objek jaminan gadai dan Apakah 

putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat membatalakan proses eksekusi objek jaminan 

gadai. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis, menjelaskan, atau mengklarifikasi mengenai bagaimana 

tata cara eksekusi objek jaminan gadai dan apakah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat 

membatalakan proses eksekusi objek jaminan gadai, berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang 

berlaku. Dan manfaat penelitian ini, dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah yang diteliti, dengan 

jalan mengemukakan fakta sesuai dengan keadaan hukum yang berlaku, kemudian mengambil kesimpulan 

berdasarkan temuan yang berhubungan dengan fakta tersebut dan juga dasar hukumnya, dengan 

menemukan peraturan perundang – undangan yang berkaitan. Pendekatan dalam melakukan analisis ini, 

antara lain: Pendekatan perundang – undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Maka 

penelitian ini memperoleh suatu jawaban sebagai berikut: lelang yang telah melalui proses pengadilan, tidak 

dapat dibatalkan. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 1155 BW, maka memberikan jaminan kepastian 

hukum bagi kreditur untuk melelang objek gadai milik debitur yang wanprestasi, karena debitur tidak mau 

memenuhi kewajibanya dan mengabaikan peringatan yang diberikan oleh kreditur. Sedangkan peran dan 

kewenangan BPSK hanya menyelesaikan permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha 

sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Maka peneliti menyimpulkan bahwa BPSK tidak berwenang menangani permasalahan gadai antara debitur 

dengan kreditur, karena subjek hukumnya berbeda dan dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan gadai  adalah Pasal 1150 – 1160 KUHPer, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 27/ PMK. 06/ 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan 

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan. 

Kata Kunci: eksekusi objek jaminan gadai 

ABSTRACT 

The researcher makes the title of the research is Execution of Pawn Guarantee Objects Involving Consumer 

Dispute Settlement Agency (Case Study of Supreme Court Decision No. 480 K / Pdt Sus / 2012), with issues 

examined namely: How the execution procedure of the object of mortgage guarantee and Is the decision of 

the Agency Consumer Dispute Settlement may invalidate the execution process of a pledge object. The 

purpose of this study is to analyze, explain, or clarify about how the execution procedure of the pledge 

object and whether the decision of the Consumer Dispute Settlement Board may cancel the execution process 

of the pledge object, under applicable laws and regulations. And the benefits of this research, can solve and 

resolve the problem under study, by way of presenting the facts according to the prevailing legal 

circumstances, then drawing conclusions based on findings relating to that fact as well as the legal basis, by 
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finding relevant legislation. Approaches in conducting this analysis, among others: Legal approaches, 

concept approaches, and case approaches. So this study obtained an answer as follows: auctions that have 

been through litigation, can not be canceled. Because based on the provisions of Article 1155 BW, it provides 

a guarantee of legal certainty for the creditor to auction the mortgage object of the debtor's default, because 

the debtor does not want to fulfill its obligation and ignores the warning given by the creditor. While the role 

and authority of BPSK only solve the problems between consumers and business actors as regulated in Law 

Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection. So the researcher concludes that BPSK is not 

authorized to handle pawning issues between the debtor and the creditor, because the legal subject is 

different and the legal basis used to solve the pawn problem is Article 1150 - 1160 KUHPer, Regulation of the 

Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 27/ PMK. 06/ 2016 concerning Guideline for 

Implementation of Auction, Law No. 4/1996 concerning Land and Property Rights Related to Land and Law 

No. 10/1998 on Amendment to Act Number 7 of 1992 concerning Banking . 

Key Words: execution of mortgage guarantees 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam 

rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang – Undang Dasar 1945. Untuk menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang 

senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks 

serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi,  

dalam hal ini ialah kegiatan pegadaian yang memiliki tujuan agar dapat memberikan 

perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. 

PERUM Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia 

yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum 

gadai. Lembaga pegadaian menawarkan peminjaman dengan sistem gadai. Jadi masyarakat tidak 

perlu takut kehilangan barang – barangnya. Lembaga pegadaian memiliki kemudahan antara lain 

prosedur dan syarat – syarat administrasi yang mudah dan sederhana, dimana nasabah cukup 

memberikan keterangan – keterangan singkat tentang identitasnya dan tujuan penggunaan kredit, 

waktu yang relatif singkat dana pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah. Hal ini sesuai 

dengan motto dari pegadaian itu sendiri, yaitu : ”Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.  

Penggadaian menjadi solusi krisis disaat tingginya suku bunga kredit di perbankan, karena 

itu masyarakat lebih suka mencari dana murah ke pegadaian, karena dana yang dibutuhkan dapat 

diperoleh dalam waktu yang tidak lama hanya 15 menit setelah barangnya ditaksir. Dana 

pegadaian ini tak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat tetapi juga banyak 

dipakai sebagai modal bagi pengusaha kelas menengah kecil. Sehingga omzet kredit pegadaian 

setiap tahunnya terus meningkat. 

Kenapa orang lebih suka memilih pegadaian sebagai alternatif pembiayaan, Karena 

prosedur yang harus ditempuh tidak sulit, cepat, dan biaya yang dikenakan relatif tidak terlalu 

membebani. Selain itu, pegadaian tidak terlalu mementingkan untuk apa uang yang akan  

dipinjam, yang terpenting adalah jaminan barang – barang yang akan dijadikan jaminan. Atas 

dasar ini masyarakat lebih minat terhadap penggadaian dalam memperoleh dana permodalan. 



Masalah jaminan utang berkaitan dengan gadai yang timbul dari sebuah perjanjian utang – 

piutang, yang mana barang jaminan tersebut merupakan perjanjian tambahan guna menjamin 

dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya 

diantara kreditur dan debitur. 

Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya barang sebagai jaminan. Jaminan 

yang digunakan dalam gadai yaitu seluruh barang bergerak, yang terdiri dari: Benda bergerak 

berwujud dan Benda bergerak yang tidak berwujud. Sebagai suatu bentuk jaminan yang diberikan 

atas benda bergerak yang mensyaratkan pengeluaran benda gadai dari tangan pemilik benda yang 

digadaikan tersebut. 

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 480 K/ Pdt. Sus/ 2012, mengenai sengketa 

antara kreditur dengan debitur atas eksekusi lelang objek jaminan gadai. Awalnya Martha Sitorus 

(debitur) yang bertempat tinggal di jalan Matahari II No. 140 blok 5, Kelurahan Helvetia, 

Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan mendatangai PERUM Pegadaian kator wilayah I 

(kreditur) yang berkedudukan di jalan Pegadaian No. 112 Medan, untuk mengajukan kredit gadai. 

Singkat cerita, Martha Sitorus mendapat fasilitas kredit gadai dengan Surat Bukti Kredit (SBK) 

Nomor 03763 dan Nomor 03765 dengan jumlah pinjaman kurang lebih sebesar Rp.9.700.000,- 

(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari PERUM pegadaian kantor wilayah I Kota Medan, 

dengan objek jaminan gadainya berupa: Rante Tura Mancur, Gelang Kaki model Gelombang, 

Cincin Elisabeth Mata Berlian, dan Liontin Labu Mata Berlian. 

Kredit gadai yang disalurkan oleh Kreditur ke Debitur telah jatuh lelang pada tanggal 20 

Juli 2009 dengan SBK Nomor 03763 dan Nomor 03765, namun sampai dengan tanggal jatuh lelang, 

Debitur tidak pernah datang untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang jangka waktu 

kredit gadai. Dengan kejadian tersebut, Kreditur beritikad baik untuk melakukan penundaan 

lelang agar debitur dapat melunasi kredit gadai atau memperpanjang waktu kredit gadai, 

sehingga lelang dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2009 yang disertai dengan melakukan 

pemberitahuan lelang melalui telepon dan mengirim surat pemberitahuan lelang ke alamat tempat 

tinggal debitur pada tanggal 23 Juli 2009 yang diterima oleh saudari Jenny Pada tanggal 24 Juli 

2009. Bahwa sampai dengan tanggal jatuh lelang 6 Agustus 2009, debitur masih juga tidak datang 

untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang jangka waktu kredit gadai. Agar hubungan 

baik antara kreditur dengan debitur tetap terjaga, kreditur beritikad baik untuk memberikan 

kesempatan kepada debitur, dengan menunda pelaksanaan lelang tanggal 6 Agustus 2009, 

sehingga lelang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2009. Tetapi sampai jatuh lelang tanggal 28 

Agustus 2009, debitur tidak datang untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang jangka 

waktu kredit gadai. Sehingga kreditur melaksanakan lelang terhadap objek jaminan gadai milik 

debitur pada tanggal 28 Agustus 2009. 

Pihak debitur keberatan atas lelang objek jaminan gadai miliknya, karena debitur 

beranggapan bahwa tidak pernah diberitahukan oleh kreditur mengenai informasi tanggal 

lelangnya, sehingga debitur merasa telah ditipu oleh kreditur. Akhirnya debitur membawa 

perkara ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan. Setelah itu BPSK 

menyatakan kreditur tidak mempunyai itikad baikodalam melakukanokegiatan usahany yaitu 

tidak memberikanoinformasi yangojelas danojujur kepada debitur. Sebaliknya kreditur 

menganggap bahwa debiturlah yang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kredit gadai atau 

memperpanjang waktu kredit gadai miliknya. Atas putusan BPSK tersebut, kreditur melakukan 



gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, tetapi putusan Pengadilan Negeri Medan meyatakan 

menolak gugatan kreditur, selanjutnya kreditur melakukan kasasi dan putusan MA menyatakan 

menolak permohonan pemohon kasasi. Tetapi dari putusan MA tersebut, terdapat perbedaan 

pendapat (Dissenting Opinion) dari salah satu anggota majelis hakim, anggota majelis hakim 

tersebut berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan yang 

cukup (onvoldoende Gemotiveerd) dalam memutus perkara tersebut, yakni tidak memberikan 

pertimbangan tentang lelang yang telah dilakukan kreditur terhadap barang perhiasan yang 

dijadikan jaminan oleh debitur dalam hubungan pegang gadai antara kreditur dengan debitur. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dan berangkat dari fakta hukum di atas, peneliti 

mengajukan permasalahan – permasalahan hukum yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana tata cara lelang objek jaminan gadai? 

2. Apakah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat membatalakan proses 

lelang objek jaminan gadai? 

3. Metode Penelitian 

 Secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani, methodos, yang berarti cara atau 

jalan yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Metode merupakan langkah – langkah praktis 

dan sistematis yang ada dalam ilmu – ilmu tertentu yang tidak dipertanyakan lagi, karena sudah 

bersifat aplikatif. Metode dalam suatu ilmu dianggap sudah bisa mengantarkan seseorang 

mencapai kebenaran dalam ilmu tersebut. Oleh sebab itu, tidak diperdebatkan lagi karena sudah 

disepakati oleh komunitas ilmuwan dalam bidang tersebut. Metode diartikan sebagai cara kerja 

yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kerja suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. 

Penelitian ialah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara ilmiah 

dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta – fakta baru, yang bertujuan untuk 

mendapatkan pengertian baru dan meninggikan tingkat ilmu dan teknologi. Peneltian merupaken 

suatuokegiatan ilmyah yng berkaytan denganoanalisa dan konstruksy, yng dilakuken secare 

metodologys, systematis, dan konsysten. 

Kata Metodologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu: meta, hetedos, dan logos. Meta 

artinya menuju, melalui, dan mengakui. Hetedos berarti jalan atau cara. Sedangkan Logos berarti 

studi tentang atau teori ilmu pengetahuan, cakrawala, dan wawasan. Menurut Louay, metodologi 

ialah sebagai bidang penelitian ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan tentang metode – 

metode yang digunakan dalam mengkaji fenomena alam dan manusia. Dengan kata lain, 

metodologi ialah bidang penelitian ilmiah yang membenarka, mendeskripsikan, dan menjelaskan 

aturan – aturan maupun prosedur – prosedur ilmiah.1 

Penelitian yang diteliti oleh peneliti merupakan penelitian normatif, Penelitian hukum 

normatif adalah penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem 

norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas, norma, kaedah dari peraturan Perundang – 

undangan, putusan suatu lembaga, perjanjian, dan doktrin. Sedangkan penelitian yang diteliti 

                                                                 
1
 Hajar M., Model – Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh, Yogyakarta: Kalimedia, 2017, h. 7 – 10 



oleh peneliti adalah meneliti bagaimana tata cara eksekusi objek jaminan gadai dan apakah  

putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat membatalakan proses eksekusi objek 

jaminan gadai. 

Sehubungan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, penelitian ini menggunakan 

pendekatan dalam melakukan penelitian, antara lain: Penedekatan Kasus (case approach) dalam 

penelitian ini adalah mengkaji dan meneliti peran BPSK dalam membatalkan proses eksekusi 

objek jaminan gadai dan ratio decidendi yang digunakan hakim dalam kasus Eksekusi Objek 

Jaminan Gadai Yang Melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( Study Kesus Putusen 

MahkamahoAgung No. 480 K/Pdt. Sus/2012), Pendekatan Undang – Undang (statute approach) 

dalam penelitian ini adalah mengkaji dan meneliti mengenai norma yang bertentangan, serta 

menelaah apakah peraturan perundang – undangan yang digunakan sudah sesuai dalam 

menyelesaikan kasus Eksekusi Objek Jaminan Gadai Yang Melibatkan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen ( Study KasusoPutusan MahkamahoAgung No. 480 K/Pdt. Sus/2012). 

Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan 

meneliti konsep – konsep yuridis tentang subjek hukum, objek hukum, jaminan gadai, eksekusi 

gadai, wanprestasi, dan sebagainya, dalam  kasus Eksekusi Objek Jaminan Gadai Yang Melibatkan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( Study KasusoPutusan MahkamahoAgung No. 480 

K/Pdt. Sus/2012). 

Sumber – sumber hukum yng dipakai oleh peneliti dlam penelitiannya adlah sumber 

hukum primer: Pasal 1150 – 1160 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer), Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/ PMK. 06/ 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Beserta 

Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sumber 

hukum sekunder: Buku – buku yang terkait dengan objek penelitian, dan tulisan – tulisan ilmiah 

yang terkait dengan objek penelitian. Sumber hukum tersier: Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Kamus Hukum, dan Ensiklopedia. 
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PERJANJIAN GADAI 

PERUM Pegadaian Kantor Wilayah I Medan 

GADAI KREDITUR DEBITUR 

OBJEK JAMINAN GADAI: 

Rante Tura Mancur, Gelang Kaki Model Gelombang, 

Cincin Elisabeth Mata Berlian, dan Liontin Labu 

Mata Berlian. 
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Jatuh lelang 

6/8/2009 

Jatuh lelang 

28/8/2009 

Objek jaminan gadai 

dilelang 

Debitur keberatan, lalu mengadu ke BPSK, dan BPSK 

menyatakan lelang yang dilaksanakan tidak sah dan 

cacat hukum 

Rumusan Masalah: 

1.Bagaimana tata cara lelang objek jaminan gadai? 

2.Apakah putusan Badan Penyelesaiaan Sengketa Konsumen, dapat 

membatalkan proses lelang objek jaminan gadai? 



PEMBAHASAN 

A. Lelang 

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu Vendu, sedangkan dalam bahasa Inggris, 

disebut dengan istilah auction. Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda openbare 

verkooping, openbare veiling, atau openbare verkopingen, yang berarti lelang atau penjualan dimuka 

umum.2 

Pengertian lelang di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah menjual atau tindakan 

jual dihadapan orang banyak dengan tawaran nilai atau harga yang terus meningkat tinggi, serta 

pelaksanaannya dipimpin oleh pejabat lelang3. Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan 

terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan, dan bentuk 

penawaran harga biasa  semakin tinggi atau rendah, dengan tujuan agar menghasilkan harga 

tertinggi, dan dilakukan setelah adanya pengumuman lelang4. Yahya Harahap berpendapat lelang 

adalah penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan kantor lelang, atau menurut 

keadaan, menurut pertimbangan ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau orang lain 

yang cakap dan dapat dipercaya yang ditunjuk untuk barang yang tetap dipakai bagi penjualan 

itu15. Menurut Rochmat Soemitro, lelang adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat 

mana seseorang hendak menjual sesuatu atau lebih dari satu barang, baik secara pribadi maupun 

dengan perantara kuasannya, memberikan kesempatan kepada orang – orang yang hadir 

melakukan penawaran untuk membeli barang – barang yang ditawarkan sampai kepada saat 

dimana kesempatan lenyap.5 

Rochmat Sumitro mengemukakan syrat utame lelng adlah mengumpulkan paraopeminat 

untukomengadakan perjanjyan juel bely yng palingomenguntungkan si pnjual. Sehingga 

syaratnya ada tiga yang terdiri dari: penjualan umum harus selengkap mungkin (volledigheid), 

ada kehendak untuk mengikat diri, pihak lainnya yang akan mengadakan perjanjian tidak dapat 

ditunjuk sebelumnya6. 

Lelang adalah rangkaian kejadian, yang merupakan suatu proses penjualan barang yang 

dilakukan oleh seseorang atau kuasanya dengan memberi kesempatan kepada orang – orang 

untuk melakukan penawaran hingga akhir, yang terlebih dahulu harus dilewati dengan 

pengumuman lelang. Maka unsur – unsur lelang adalah sebagai berikut: 

1. Cara penjualan lelang 

2. Terbuka untuk umum 

3. Penawaran dilakukan secara kompetisi 

4. Pengumuman lelang dan/ atau adanya upaya mengumpulkan peminat 

5. Cara penjualan barang yang memenuhi unsur – unsur tersebut di atas harus dilakukan 

oleh dan/ atau dihadapan pejabat lelang7. 

                                                                 
2 Rachmadi Usman, S. H., M. H., Hukum Lelang, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 19 
3 Kamus besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 580 
4 WWW.Balailelangstar.com 
5 Rochmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, edisi kedua, Eresco, Bandung , 1997, h. 106 
6 Ibid, h. 107 
7 Purnama Tiora Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, 
Mandar ,Maju, Bandung, 2008, h.54 



Jenisolelang dibedakanoberdasarkan sebabobarang dijualodan penjualodalam 

hubungannyaodengan bareng yng akan dylelang. Sifatolelang ditinjauodari sudutosebab bareng 

dilelangodibedakan antaraolelang eksekusy dan lelng non eksekusy. Llang eksekusy 

adalaholelang untukomelaksanakan putusn/ penetapn pengadylan atau dokumenoyang 

dipersamakanodengan ituosesuai denganoperundang – undanganoyang berlak. Lelangonon 

eksekusioadlah lelangoselain lelang eksekusioyang meliputiolelang nonoeksekusi wajibodan lelng 

non eksekusiosukarela. Siyfat lelng ditiynjau dari sudutopenjual dalamohubungannya dngan 

bareng yng akanm dilelng, dibedakanoantara lelangoyang sifatnyaowajib, yangomenurut 

perundangn – undangang wajibomelalui kantorolelang dnn lelangoyang sifatnyaosukarela atas 

permintaanomasyarakat. Lelangonon eksekusiowajib adalaholelang untukomelaksanakan 

penjualanobarang milikoNegara/ daerahodan kekayaanoNegara yangodipisahkan sesuay 

peraturanoyang berlak. Lelangonon eksekusiosukarela adalaholelang untukomelaksanakan 

kehendak perorangan atau badan untuk menjual barang miliknya. 

a. LelangoYang BersifatoEksekusi DanoWajib 

1) LelangoEksekusi PanitiaoUrusan Piutang Negar (PUPN) 

            Lelangoeksekusi PUPNoadalah pelayananolelang yangodiberikan kepadaoPUPN/ 

BPUPLN dalamorangka prosesopenyelesaian pengurusanopiutang Negaraoatas barangojaminan/ 

sitaanomilik penanggungohutang yangotidak membayarohutangnya kepadaoNegara berdsarkan 

Undng – Undng Nomor 49 Prp Tahn 1960 tentangoPanitia PengurusanoPiutang Ngara. 

2) LelangoEksekusi PengadilanoNegeri (PN)/ PengadilanoAgama (PA) 

Lelangoeksekusi PN/ PA adalaholelang yangodiminta olehoPanitera PN/ PA untk 

melaksanakanokeputusan hakimopengadilan yangotelah berkekuatanopasti, khususnyaodalam 

rangkaoperdata, termasukolelang hakotanggungan, yanh olehopemegang hakotanggungan telh 

dimintaofiat eksekusiokepada ketuaopengadilan. 

3) LelangoBarang TemuanoDan Sytaan, RampasanoKejaksaan/ Penyidk 

Lelang barang temuan dan sitaan, rampasan kejaksaan/ penyidik adalah lelang yang 

dilaksanakanoterhadap barangotemuan danolelang dalamokerangka acaraopidana sebagaymana 

diaturodalam Kitab Undang – Undang Hukum Acra Pidana (KUHAP) yangoantara lan melputi 

lelang eksekusi barang yang telah diputus dirampas untuk Negara, termasuk dalam kaitan itu 

adalah lellang eksekusy Pasal 45 KUHAP yaituolelang barangobukti yamgomudah rusk, busyuk, 

danomemerlukan biayaopenyimpanan yangotinggi. 

4) LelangoSita Pajek 

Lelangosita pajakoadalah lelangoatas sitaanopajak sebagaiotindak lanjutopenagihan 

piutangopajak kepadaoNegara baikopajak pusatomaupun pajakodaerah. dasarohukum dary 

pelaksanaanotentang inioadalah Undng – Undng Nomr 19 Tahun 1997. 

5) LelangoEksekusi BarangoDirektorat JendraloBea DanoCukai (BarangoTak Brtuan) 

Lelangodirektorat jendral beaodan cukaiodapat diadakanoterhadap barangoyang 

dinyatakanotidak dikuasay, barangoyang dikuasaioNegara, barangoyang menjadiomilik Negra. 

Direktoratojendral bead an cukaiotelah mengelompokkanobarang menjadiotiga, yaituobarang yng 

dinyatakanotidak dikuasa, barangoyang dikuasaioNegara, barangoyang mejadi milikoNegara. 

Lelangobarang yangotak bertuanodimaksudkan untukomenyebut lelangoyang dlakukan terhdap 

barangoyang dalamojangka waktuoyang ditentukanotidak dibayarobea masukya. 

6) LelangoEksekusi Pasal 6 Undang – Undang RepublikoIndonesia Nomr 4 Tahun 1996 Tntang 

HakoTanggungan (UUHT) 



Lelangoeksekusi yangodilakukan bedasarkanoPasal 6 UUHT, yangomemeberikan haak 

kepadaopemegang haak tanggunganopertama untukomenjual sendiriosecara lellang, trhadap 

objekohak tanggunganoapabila cideraojanji. Pelaksanaannyaodidasrkan Pasal 6 UUHT. 

7) Lellang EksekusioFidusia 

Lelangoeksekusi fidusiaoadalah lelnagoterhadap objekofidusia karenaodebitur 

cideraojanji, sebagaimanaodiatur Undaang – Undangg Fidusya. Parateoeksekusi fidusiaa, 

krediytur tidakoperlu memintaofiat eksekusuodari ketuaopengadilan negerioapabila akaan 

menjualosecara lelangobarang anggunanokridit yangodiikat fidusua, jikaodebitur cideraojanji. 

b. Lellang NonoEksekusi Wajiib 

Lelangobarang inventarisoinstansi pemerintahopusat/ daerahoadalah lelangoyang 

dilakukanodalam rangkaopenghapusan barangomilik/ dikuasaioNegara, termasukodalam 

pengertianobarang miliik/dikuasaioNegara adaalah asset pemerintahopusat/ daeraah, ABRI 

maupunosipil. Barangoyang dimilikioNegara adalahobarang yangopengadaannya 

bersumberodari danaoyang berasalodari APBN, APBD, sertaosumber – sumberolainnya ataw 

barangoyang nyaata – nyataa dimilikioNegara berdasarkanoperaturan perundangg – 

unndanganan yangoberlaku, tidakotermasuk kekayaanoNegara yangodipisahkan. 

c. LelangoNon EksekusioSukarela 

1) LelangoNon EksekusioSukarela Swaasta 

 Lelangosukarela/ swastaoadalah jenisopelayanan lelangoatas permohonanomasyarakat  

secaraosukarela. Jenisopelayanan lelangoini sedangodikembangkan untukodapat 

bersaingodengan berbagaiobentuk jualobeli indivdu/ jualobeli biasaoyang dikenalodimasyarakat. 

Lelangosukarela yangosaat inii sudahoberjalan antaraolain lelangobarang – barangomilik 

keduutaan/ korpsodiplomatik, lelangobarang senioseperti karpetodan lukysan, lelangosukarela 

yangodiadakan olehobalai lellang. 

2) LelangoNon EksekusioSukarela BadanoUsaha MilikoNegara (BUMN) 

Pasl 37 ayt (2) PeraturanoPemerintah Nomoor 12 Tahn 1998 tentangoPerusahaan 

Perserroan (Persero), bagiopersero tidakoberlaku InstruksioPresiden Nomoor 9 Tahn 1970 tentng 

Penjualanodan/ atauopemindah tangaan barangg – baraang yng dimilyki/ dikuasaioNegara, 

yangoharus melaluiokantor lellang. Dalamopenjelasan Pasall 37 dinyatakanoguna memberykan 

keleluasaanopada Perseropdalam melaksanakanousahanya, makaopenjualan danopengalihan 

barangoyang dimilyki/ dikuasaioNegara, dinyatakanotidak brlaku. Persroptidak wajibomenjual 

barangnyaomelalui lelangoatau dapatomenjual barangoasetnya tanpaomelalui lellang. Jka 

Perrsero memilihocara penjualanolelang, makaolelang tersebutotermasuk jenisolelang Non 

EksekusioSukarela8. 

 Secara normative sebenarnya tidak ada peraturan perundang – undangan yang mengatur 

asas lelang, namun apabila dicermati klausul – klausul dalam peraturan perundang – undangan 

dibidang lelang dapat ditemukan asas lelang dimaksud. 

 Asas lelang yang dimaksud antara lain asas keterbukaan (transparansi), asas persaingan 

(competition), asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. 

 Asas keterbukaan, menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya 

rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak 

dilarang oleh undang - undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului 
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dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktik persaingan usaha tidak 

sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktik korupsi, kolusi. Dan nepotisme (KKN).  

 Asas persaingan, mengandung makna bahwa dalam proses pelaksanaan lelang setiap 

peserta atau penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaiang  dalam mengajukan 

penawaran harga tertinggi atau setidaknya mencapai dan/ atau melampaui nilai limit dari barang 

yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual atau pemilik barang. Pada dasarnya penawar 

tertinggi dari barang yang akan dilelang disahkan oleh pejabat lelang sebagai pembeli lelang.  

 Asas keadilan, mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus 

dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkempentingan. Asas 

ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan pejabat lelang kepada peserta lelang tertentu atau 

berpihak hanya pada kepentingan penjual. khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi, penjual 

tidak boleh menentukan harga limit secara sewenang – wenang yang berakibat merugikan pihak 

tereksekusi. 

 Asas kepastian hukum, menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya 

perlindungan hukum bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap 

pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh pejabat lelang yang merupakan akta autentik. 

Risalah lelang digunakan penjual atau pemilik barang, pembeli, dan pejabat lelang untuk 

mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya. 

 Asas efisiensi, akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan biaya yang 

relative murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan 

pembeli disahkan pada saat itu juga. 

Asas akuntabilitas, menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang dapat 

dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban pejabat 

lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang9. 

Selain asas – asas, ada juga Peran lelang yang dapat kita perhatikan dalam perekonomian, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Mampu memberikan jawaban yang pasti mengenai harga atau nilai suatu barang terhadap 

subjektifitas seseorang yang berpengaruh bagi kualitas barang, kreativitas pembuatan, dan 

nilai artistic suatu barang. 

2. mampu memberi jawaban yang pasti mengenai harga atau nilai suatu barang pada saat 

situasi perekonomian tidak menentu. 

3. Mampu memberi jawaban yang pasti mengenai status kepemilikan suatu barang. 

4. Harga yang terbentuk pada lelang dapat menjadi standard an barometer (price referenc) 

dalam sektor perekonomian tertentu. 

Pranata lelang juga mempunyai manfaat, baik bagi penjual maupun pembeli atau 

pemenang lelang. Bagi penjual, manfaat lelang adalah sebagai berikut: 

1. Mengurangi rasa kecurigaan atau tuduhan kolusi dari masyarakat (dalam lelang investasi 

pemerintah, buMN, atau BUMD) atau dari pemilik barang (dalam lelang eksekusi), karena 
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penjualannya dilakukan secara terbuka untuk umum, sehingga masyarkat umum dapat 

mengontrol pelaksanaannya. 

2. Menghindari kemungkinan adanya sengketa hukum. 

3. Penjualan lelang sangat efisien, karena didahuluidengan pengumuman sehingga peserta 

lelang dapat terkumpul pada saat hari lelang. 

4. Penjual akan mendapatkan pembayran yang cepat, karena pembayaran dalam lelang 

dilakukan secara tunai. 

5. Penjual mendapatkan harga jual yang optimal, karena sifat penjualan lelang yang terbuka 

(transparan) dengan penawaran harga yang kompetitif. 

 Selanjutnya pranata lelang juga memiliki manfaat bagi pembeli atau pemenang lelang, 

yakni sebagai berikut: 

1. Penjualan lelang didukung oleh dokumen yang sah, karena sistem lelang mengharuskan 

pejabat lelang meneliti lebih dahulu tentang keabsahan penjual dan barang yang akan 

dijual (legalitas subjek dan objek lelang). 

2. dalam hal barang yang dibeli adalah barang tidak bergerak berupa tanah, pembeli tidak 

perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat Akta Jual Beli ke PPAT, tetapi 

dengan risalah lelang pembeli dapat langsung kekantor pertanahan setempat untuk balik 

nama. Hal tersebut karena risalah lelang merupakan akta autentik dan statusnya sama 

dengan akta notaris10. 
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Bagan pelayanan pelaksanaan lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 27 /Pmk.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permohonan Lelang 

Surat Permohonan 

Lelang 

KPKNL Menerima surat 

permohonan lelang 

Seksi Hukum Dan 

Informasi 

Mencatat permohonan 

dlm buku register 

Seksi Lelang 

Meneliti 

kelengkapan berkas 

LENGKAP TIDAK LENGKAP 

Membuat konsep penetapan 

jadwal lelang dan pengusulan 

pejabat lelang 

Meneliti dan menandatangani 

surat penetapan lelang 

 

Pengumuman lelang Uang jaminan 

LELANG 

Permintaan 

kelengkapan 

Tidak ada peminat/ 

belum terjual 

TERJUAL 

Pelunasan harga lelang, bea 

lelang, uang miskin, pajak 

Bukti 

pelunasan 

RISALAH LELANG 



 

Dokumen Lelang Eksekusi Gadai terdiri dari: 

1. Salinan atau fotokopi perjanjian utang piutang atau kredit 

2. Salinan atau fotokopi perjanjian gadai 

3. Salinan atau fotokopi perincian utang atau jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi 

4. Salinan atau fotokopi bahwa debitur wanprestasi yang berupa peringatan – peringatan 

maupun pernyataan dari pihak kreditur 

5. Asli dan/ atau fotokopi bukti kepemilikan atau hak apabila berdasarkan peraturan 

perundang – undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan atau hak, atau apabila bukti 

kepemilikan atau hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan atau surat keterangan 

dari penjual bahwa barang –barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan atau hak 

dengan menyebutkan alasannya. 

6. Salinan atau fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur 

oleh kreditur, yang diserhkan paling lama satu hari sbelum lelang dilaksanakan. 11 

Sebagai bukti pelaksanaan lelang, pejabatolelang wajibomembuat acaraolelang, yng 

dinamakanodengan “RisalahoLelang”. Kewajibanomembuat risalaholelang tersebutoditentukan 

dalamoPasal 85 ayt (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /Pmk.06/2016 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

 Risalah lelang itu harus memuat apa, mengapa, dimana, bila, bagaimana, dan siapa – siapa 

yang terlibat dalam pelaksanaan lelang. Apa yang dilelangkan menjelaskan tentang objek atas 

barang yang dilelangkan. Mengapa dilakukan pelelangan menjelaskan latar belakang sampai 

timbulnya lelang tersebut. Hal ini penting sekali dijelaskan dalam lelang eksekusi. Kemudian 

dimana dilelangkan menjelaskan dimana dilaksanakan lelang tersebut dan kapan lelang 

dilaksanakan. Bagaimana pelaksanaan lelang menjelaskan proses terjadinya penawaran sampai 

dengan ditunjuknya pembeli lelang. Terakhir siapa – siapa yang terlibat dalam lelang, siapa 

pemohon atau penjual lelang, siapa penawar – penawar, dan siapa pembeli lelang. 

 Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa risalah lelang tersebut merupakan suaatu 

aktaoautentik. Akta autentik adalahosuatu aktaoyang bentuknya sudah ditentukanoundang – 

undanng, yang dibuatpoleh ataw di hadapan pejabatoumum yangomempunyai wewenang 

untuukoitu diotempat mana akt3 tersebut dbuat. Ketentuan dalam Pasalo1868 KUHPer, kemudian 

dalam Pasal 165 HIR 

 Berdasarkan ketentuan diatas, maka suatuoakta dapatodikatakan sebagaiosuatu akte 

awtentik, bila memenuhiosyarat – syaratoyang terdiri dari: 

1. Bentuk atau susunan (vorm) aktanya dibuatosesuai denganoyang ditentukanpoleh 

undaang – undanng (wettelijkje vorm). 

2. Akta itu dibuat “oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan)” pejabat umum (openbaar 

ambtenaar) 

3. Pejabat umum yang membuat akta tersebut haruslah pejabat yang mempunyai wewenang 

untuk membuat akta itu sesuai dengan wilayah kerjanya  
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Bentuk risalah lelng harus berbahasa  Indonesia dan diberi nomor urut. Dan untuk  

susunan risalah lelang diatur dalam Pasal 86, 87, dan 88 Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 27 /Pmk.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

B. Gadai 

Suatu masyarakat di Negara manapun juga selalu terdapat di satu pihak suatu golongan 

manusia yang mempunyai bakat dan kemauan keras untuk berusaha, tetapi tidak atau tidak 

cukup memiliki modal yang diperlukan untuk merealisasikan daya ciptanya dan dilain pihak 

suatu golongan manusia yang boleh dikatakan berenang dalam harta kekayaannya yang 

melimpah – limpah, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan dan memperbesar 

kekayaannya itu. Jalan yang biasa ditempuh ialah bahwa orang yang termasuk dalam golongan 

pertama itu mencari diantara orang – orang yng termasuk dalam golongan kedua yang mau 

meminjaminya uang yang diperlukan, atau dengn istilah teknis yang mau memberikan kredit 

kepadanya. Untuk memperoleh uang yang dibutuhkan itu dapat pula ia pergi ke sebuah bank.  

 Bank tidak begitu saja memberikan kredit, karena setiap kreditur selalu waspada dalam 

memberikan kredit, kreditur selalu berhati –hati dan mengingat akan “Asas (character, capacity, 

capital, dan collateral)” yang selalu diperhatikan sebelum memberikan kredit, sebab kreditur 

selalu berusaha jangan sampai dihadapkan dengan suatu tindakan wanprestasi yang dilakukan 

oleh debitur. 

 Oleh karena itu, walaupun sudah ada Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUHPer, seorang kreditur 

yang berpengalaman dan memperhitungkan segala kemungkinan, selalu berusaha untuk 

memperkuat kedudukannya sebagai kreditur, artinya untuk mendapat jaminan yang lebih kuat 

daripada apa yang diberikan oleh pasal – pasal tersebut. Dan ini memang mungkin, karena 

menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPer orang dapat mengadakan perjanjian (persutujuan) apapun 

juga, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, jadi si kreditur dapat juga 

mengadakan perjanjian untuk memperkuat posisinya sebagai kreditur, misalnya perjanjian untuk 

memperoleh jaminan, untuk memperbesar kepastian bahwa piutangnya akan dibayar kembali. 

Dengan memperoleh jaminan itu si kreditur seolah – olah menyisihkan, menyediakan, 

memisahkan untuk diri sendiri barang – barang tertentu milik debitur atau kepunyaan milik ketig 

dengan maksud untuk menjualnya dan mempergunakan hasil dari penjualan tadi untuk 

membayar hutang si debitur kepadanya lebih dahulu daripada kreditur – kreditur lainnya. 

Jaminan tersebut ialah gadai, apabila mengenai barang – barang bergerak seperti gelang, kalung, 

kalung, intan, berlian, dan lain – lain12. 

Gadaioialah suatuohak yangodiperoleh kredituroatau suatuobarang bergerrak, 

yangodiberikan kepadanyapoleh debituroatau orangolain atasonamanya untukomenjamin suattu 

hutanng, danoyang memberikanokewenangan kepadaokreditur untukomendapatkan pelnasan 

dariobarang tersebutolebih dahuluodari krediturr – krediturr lainya, kecualiobiaya – biayaountuk 

melelangobarang tersebutodan biayaoyang telahodikeluarkan untukomemelihara bendaoitu, 

biaaya – biayaomana yangoharus didahulukn (Pasalo1150 KUHPer).  Dariodefinisi tersebutodapat 

disimpulkanosebagai berykut: 

a. Subjek gadaai adalahopemegang atauopenerima gadaioadalah kredytur. Pemberiogadai 

adalahodebitur atauporang lainoatas namnya. 
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b. Objek gadaioadalah bendaobergerak baikoberwujud maupunotidak berwujudoyaitu yng 

berupaosurat – suratopiutang atasobawa, atasotunjuk, danoatasonama. 

c. Pemegangogadai menjadiokreditur prefken, artinyaodalam mengambilopelunasan darii 

penjualanobarang gadaiodidahulukan daripadaokreditur – krediturolainnya kecualiobiaya 

untukomelelang barangotersebut danobiaya yangotelah dikeluarkanountuk 

menyelamatkanosetelah barangoitu ddahulukan. 

 Hakogadai diadakanodengan memenuhiosyarat – syaratotertentu yangoberbeda menrut 

jenisodan barrangnya: 

a. Caraomengadakan hakogadai bendaobergerak yangoberwujud danosurat piutangoatas bawaa: 

1. Harusoada perjanjianountuk memberikanogadai. Perjanjianoini bentuknyaodalam kuhper 

tidakodiisyaratkan apaa – apaa, olehokarenanya bentukoperjanjian gadaiodapat bebasotak 

terikatpoleh suatuobentuk yangotertentu. Artinyaoperjanjian bisaodiadakan secaraotertulis 

ataupunosecara lisanosaja. Danosecara tertulisoitu biasodiadakan denganoakte notariis 

(merupakanoakte otentiik), biasojuga diadakanodengan akteodibawah tanganosaja 

2. Barangnyaoyang digadaikanoitu harusodilepaskan/ beradaodiluar kekuasaanodari sii 

pemberiogadai (inbeziitstelling). Denganokata lainoperkataan barangnyaoitu harusoberada 

dalamokekuasaan siopemegang gadaai. Bahkanoada ketentuanodalam kuhper bahhwa 

gadaioitu tidakosah jikaobendanya dibiarkanotetap beradaodalam kekuasaanosi pembri 

gadaii (pasalo1152 kuhper). 

b. Caraomengadakan hakogadai piutangoatas namma: 

1. Harusoada perjanjianogadai. 

2. Harusoada pemberitahuanokepada debiturodari piutangnyaoyang digadaikanoitu. 

c. Caraomengadakan hakogadai piutangoatas tnjuk: 

1. Harusoada perjanjianogadai. 

2. Harusoada endossemnn (menulisodibalik suratopiutang tersebt) kemudianosurat putang 

ituodiserahkan kepadaopemegang gaadai. 

 Denganoadanya perjanjianogadai, makaomenimbulkan hakodan kewajibanopada 

pemegangogadai sebagaioberikut: 

a. Haak – haak pemegangogadai: 

1. Apabilaodebitur wanprestsi, pemegangogadai berhakountuk menjualobenda yng 

digadaikanoatas kekuasaannyaosendiri, kemudianomengambil sebagianountuk mellunasi 

utangodebitur danosisanya dikembalikanokepada debiitur (Pasalo1155 kuhper). 

2. Siopemegang gadaioberhak mendapatkanopengambilan ongkosoyang telahodikeluarkan 

untukokeselamatan baranganya (Pasalo1157 ayato(2) kuhper). 

3. Siopemegang gadaiomempunyai hakoretensi yakniomenahan bendaoyang digadaiikan. 

Hakoretensi inioterjadi apabilaosetelah adanyaoperjanjian gadaioitu kemudianotimbul 

perjanjianoutang yangokedua antaraopara pihakodan utangoyang keduaoini sudahodapat 

ditagihosebelum pembayaranoutang pertma, makaosi pemegangogadai menangountuk 

menahanobenda ituosampai keduaomacam utangoitu dillunasi (Pasalo1159 ayato(2) 

kuhper). 



b. Kewajibanopemegang gadaai: 

1. Siopemegang gadaiobertanggung jawaboatas hilangnyaoatau merosotnyaoharga bnda 

yangodigadaikan, apabilaosemua ituoterjadi atasokelalaiannya (Pasalo1157 ayato(1) 

kuhper). 

2. Siopemegang gadaiotidak diperbolehkanountuk  menggunakanobarang gadaiountuk 

keperluannyaosendiri. Jikaosi pemegangogadai menyalahgunakanobarang tersebt, maaka 

barangoitu dapatodiminta kembalipoleh pemberiogadai. 

 Perjanjianogadai merupakanoperjanjian accesoiroyakni perjanjianoyang selaluobersandar 

padaoperjanjian pokokoyang berupaoperjanjian pinjamomeminjam uanng. Olehokarena ittu 

apabilaoutang yangodijamin denganogadai sudaholunas, makaohak gadaioitu hapusoapabila 

barangogadai keluarodari kekuasaanosi pemegangogadai13. 

Sahnya suatu pemberian gadai harus memenuhi syaratosahnya suatuoperjanjian secara 

umum sebagaimana diaturodalam Pasalo1320 KUHPer yang mengaturr mengenai syarat sahnnya 

perjanjianodiperlukan empatosyarat: 

1. Kesepakatanomereka yangomengikatkan diriinya, 

2. Kecakapanodalam membuatosuatu perykatan, 

3. Suatuohal tertenntu, 

4. Suatuosebab yangotidak terlarng14. 

Berdasarkan seluruh uraian diatas tentang gadai, dapat diketahui bahwa untuk disebut 

gadai, maka harus terpenuhi unsur – unsur sebagai berikut: (Pasal 1150 KUHPer) 

1. Gakdai hanya diberikanoatas bendaobergerak, 

2. Gadaioharus dikeluarkanodari penguasaanopemberi gadaai, 

3. Gadaiomemberikan hakokepada krediturountuk memperolehopelunasan terlebihodahulu 

atasopiutang kredytur (droiit dee prefeerence), 

4. Gadaiomemberikan kewenanganokepada krediturountuk mengambilosendiri pelunaasan 

secaraomendahulu.15 

Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan 

secara mendahulu yang sebagaimana dijelaskan bahwa jaminan kebendaan dibedakan dari hak 

istimewa dalam hal hak mendahulu atas pelunasan piutangnya adalah karena jaminan kebendaan 

memberikanohak kepadaopemegang jaminan kebendaan tersebut untk menjualosendiri benda 

yang dijaminkan secaara kebendaan tersebut, dan selanjutnya mengambil sendiri pelunasan secara 

mendahulu dari hasil penjualan tersebut. Hak untuk mengambil sendiri pelunasan secara 

mendahulu melalui penjualan benda yang digadaikan dapatoditemukan pengaturannya dlam 

ketentuan Pasaal 115S KUHPer danoPasal 11S6 KUHPer. 

 Jika dibandingkan dengan Undang – Undang (UU) hak tanggungan Pasal 6 jo. Pasal 11 

ayat (2) dikatakan bahwa dalam akta pemberian hak tanggungan dapat dicantumkan janji bahwa 

pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek 

                                                                 
13 Komariah, S. H., M. Si., M. Hum., edisi revisi hukum perdata, universitas muhammadiyah malang press, malang, 
2013, h. 101 – 103 
14 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, kencana, Jakarta, 2005, h. 75 
15 Ibid, h. 74 



hak tanggungan apabila debitur cidera janji. Jadi dalam hal hak tanggungan hak untuk menjual 

atas kekuasaan sendiri objek agunan diberikan kepada pemegang hak tanggungan pertama 

berdasarkan perjanjian, sedangkan dalam halgadai hak tersebut diberikan oleh UU. 

Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat berlaku sebagai suatu 

pemberitahuan yang sah. 

 Kedua ketentuan yang diatur dalam pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPer tersebut di atas, 

menunjukkan pada kita semua bagaimana suatu hak gadai harus dilaksanakan oleh seorang 

penerima gadai, dalam hal ini kreditur, manakala debitur cidera janji. Menurut ketentuan Pasa l 

1155 KUHPer, sebelum kredituromenyuruh menjual bendaoyang digadaykan, maaka iaoharus 

memberitahukanoterlebih dahuluomengenai maksudnyaotersebut kepadaodebitur atauopemberi 

gadaai. Pemberitahun tersebutoakan berlakuosah manakalaodalam perjanjianopokok dann 

perjanjianogadainya telahoditentukan suatuojangka waktuu, danojangka waktuotersebut tellah 

lampauosedangkan debiturosendiri telahotidak memenuhiokewajibannya tersebt.16 

Berdasarkan pasal 1155 KUHPer, pemegang gadai (kreditur) berhak apabila si debitur 

tidak menempati janjinya, untuk dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik barang – 

barang gadai itu, menjual barang – barang tersebut tanpa keharusan untuk memenuhi formalitas – 

formalitas lainnya kecuali mengindahkan kebiasaan – kebiasaan setempat, ia tidak perlu minta 

perantara perantaraan hakim, tidak perlu mempergunakan jasa – jasa jurusita, tidak memerlukan 

penyitaan. Pemegang gadai menjual barang – barang yang digadaikan itu seolah – olah ia sendiri 

adalah pemilik dari barang – barang tersebut. Seorang pemegang gadai adalah satu –satunya yang 

dapat mengeksekusi tanpa titel eksekutorial. Setiap kreditur lainnya memerlukan suatu grosse 

(salinan) dari keputusan hakim atau dari akte notaris, apabila ia hendak mengeksekusi, yaitu 

menjual barang – barang yang menjadi milik debiturnya, untuk mendapatkan uang. 

 Disinilah letak pentingnya hak gadai bagi si kreditur: Pertama, ia adalah kreditur yang 

preferent, yaitu kreditur yang harus didahulukan daripada kreditur – kreditur lainnya. Kedua, ia 

dengan mudah dapat merealisasikan haknya.17 

Sedikit berbedaodari rumusanoyang diberikanodalam Pasaal 1155 KUHPer yng 

memungkinkanokreditur untukomenyuruh menjualosendiri bendaoyang digadaikanodan 

mengambilopelunasan atasoseluruh utanng, bunnga, danobiaya yangomenjadi hakknya. 

Diketentuan Passal 1156 KUHPer memberikanomekanisme penjualanobenda gadaioberdasarkan 

penetapanopengadilan. Dalamohal terakhirr ini, setelahosuatu penjualanodilakukan olehokreditur 

berdasarkanoperintah pengadiylan, makaokreditur berkewajibanountuk seegera 

memberitahukannyaokepada pemberiogadai, yangomenurut ketentuanoPasal 1156 KUHPer, 

dilakukanopada harioyang berikutnyaoapabila adaoperhubungan posoharian ataupunosuatu 

perhubunganotelegraf, atauojika tidakodemikian halnyaodengan posoyang berangkatopertama. 

 Hak untuk menjual benda gadai tersebut tidak memberikan hak kepada kreditur untuk 

memiliki atau menjadi pemilik dari benda yang digadaikan kepadanya tersebut. Larangan ini 

secara tegas dinyatakan dalam pasal 1154 KUHPer.18 

 

                                                                 
16 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, kencana, Jakarta, 2005, h. 174 – 175 
17 Kartono, S. H., hak – hak jaminan Kredit, pradnya paramita, Jakarta,1977, h.19 
18 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, kencana, Jakarta, 2005, h. 175 – 176 



C. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena 

menyangkut aturan – aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku 

konsumen aja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang 

sama untuk mendapat perlindungan, masing – masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah 

berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling 

berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas 

dan tercapai.19 

 Sebagaiosuatu konsepp, “konsummen” telahodiperkenalkan beberapaopuluh tahunolalu 

diberbagaioNegara danosampai saatoini sudahopuluhan Negra sudah memilikioundang – 

undangoatau peraturn khususyang memberikanoperlindungan kepadaokonsumen trmasuk 

penyediaan saranaoperadilannya. Sejalanodengan perkembangan ituu, berbagaioNegara tellah 

pulaomenetapkan hakk – hakk konsumenoyang digunakanosebagai landasanopengaturan 

perlindungn kepada konsumn. Di sampingoitu, telahopula berdiriporganisasi konssumen 

internasyonal, yaituoInternational Organization Off Consumer Union (IOCU). DioIndonesia tellah 

pulaoberdiri baebagaioorganisasi konsumenoseperti YayasanoLembaga KonsumenoIndonesia 

(YLKI) dioJakarta, danporganisasi konsumenolain dioBandung, Yogykarta, Surabya, dn 

sbagainya. 

 Istilahokonsumen berasalodari alihobahasa dariokata consuumer (Inggrys – Ameryka), 

atauoconsument/ konsumnt (Belnda). Pengertianodari consumeroatau consumentoitu tergntung 

dalamoposisi manaoia berda. Secaraoharafiah artiokata consumeroadalah (lawanodari proodusen) 

setiapkorang yangomenggunakan barng. Tujuanopenggunaan barangoatau jasaonanti 

menentukanotermasuk konsumenokelompok manaopengguna tersbut. Begituopula Kams Bahasa 

Inggrys – Indonesia memberioarti consumerosebagai pemakaioatau konsumn.20 

 Pengertian konsumen menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum 

Perlindungan konsumen (UUPK) dalam Pasal 1 ayat (2) yakni: 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, oramg lain, maupun mahluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan.” 

Unsur –Unsur definisi konsumen: 

1. setiaap orang 

2. pemakai 

3. barang dan/ atau jasa 

4. yang tersedia dalam masyarakat 

5. bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain makhluk hidup lain 

6. barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan21. 

Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan 

terlebih hak – haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen 
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sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak – hak pokok 

konsumen, yangodapat dijadikanosebagai landasanoperjuangan untukomewujudkan hakk – hakk 

tersbut. Sebagaimanaotertuangodalam Pasalo4 UUU Nomor 98 tahn I999 (UUPK): 

1. hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa  

2. hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa 

tersebut sesuai drngan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan 

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ 

atau jasa 

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan 

5. hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut 

6. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 

7. hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi 

8. hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang 

dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya. 

9. hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya22. 

Adapun hak – hak pokok konsumen, ada juga kewajiban konsumen yang sebgaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 (UUPK) adalah sebgai berikut: 

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan 

barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan 

2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa  

3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 

4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

Pasalo1 angkao3 Undanng – Undangg Nomoro8 Tahuno1999 (UUPK) disebutkanopelaku 

usahaoadalah setiapkorang perorangan atauobadan usahha, baikoyang berbentukobadan hukm 

maupunobukan badanohukum yangodidirikan danoberkedudukan atauomelakukan kegyatan 

dalamowilayah hukumoRepublik Indonesiaa, baikosendiri maupunobersama – samaomelalui 

perjanjianomenyelenggarakan kegiatanousaha dalamoberbagai bidangoekonomi. 

SelanjutnyaoPasal 3oayat (2)oDirective menyebutkanobahwa: siapaopun yangomengimpor 

suatuoproduk kelingkungan European economic community (EC/ MEE) dalah produsen. 

Ketentuan ini sengaja dicantumkan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan harus 

menggugat produsen asing (yang pusat kegiatannya) di luar lingkungan EC. Ketentuan ini 

mengharuskan importir yang mengimpor barang dari eksportir Negara ketiga mendapatkan 

jaminan melalui suatu perjanjian yang menyatakan bahwa pihak eksporitr bertanggung jawab 

sepenuhnya atas barang yang di masukkan EC. Lebih lanjut lagi, pedagang/ penyalur yang 

mengedarkan barang yang tidak jelas identitas produsennya, bertanggung jawab atas barang 

tersebut. Demikian pula tanggung jawab penyalur/ pedagang ini timbul atas barang yang 

diimpor dari Negara ketiga, tapi tidak jelas importirnya. 

Hak – hak pelaku usaha dapat ditemukan dalam Pasal 6 UUPK yang membebaskan Pelaku 

dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen: 
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1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan 

nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan 

2. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad 

tidak baik 

3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa 

konsumen 

4. hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian 

konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan 

5. hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan 

  Adapun hak – hak pelaku usaha, ada juga kewajiban pelaku usaha yang sebgaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 (UUPK) adalah sebgai berikut: 

1. beritikad baik dalam melakukan usahanya 

2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan 

3. memeprlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi 

4. menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku 

5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ 

atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ 

atau yang diperdagangkan 

6. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, 

pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan  

7. memberi kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang 

diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.23 

Hubungan hukum antaraopelaku usaaha/ penjualodengan konsumenotidak terttutup 

kemungkinanotimbulnya perselisyhan/ sengketaokonsumen. Selamaoini sengketaokonsumen 

diselesaikanomelalui gugatn di pengadilan, namunopada kenyataannyaoyang tidakodapat 

dipungkiriobahwa lembagaopengadilan punotidak akomodatifountuk menampungosengketa 

konsumenokarena prosesoperkara yaang terlalu lamaodan sangatobirokratis. BerdasarkanoPasal 

45oUUPK setiapokonsumen yangodirugikan dapatomenggugat pelakuousaha melaluiolembaga 

yangobertugas menyelesaikanosengketa antaraokonsumen danopelaku usahaoatau melallui 

peradilanoyang berda diolingkungan peradilanoumum. 

 Di luar pengadilan umumoUUPK memmbuat terobosan dngan memfasilitasi parra 

konsumenoyang merasaodirugikan denganomengajukan guggatan ke pelakuousaha dioluar 

peradilan, yaituobadan PenyelesaianoSengketa Konsumeno(BPSK). Mekanismeogugatan 

dilakukanosecara sukarela dariokedua belahopihak yangobersengketa. Haloini berlakuountuk 

gugatanosecara peroraangan, sedangkanogugatan secaraokelompok (classoaction) dlakukan 

melaluioperadilan umumm. 

 BPSKoadalah pengadilanokhusus konsumenn (smaloclaim courrt) yangosangat 

diharapkanodapat menjawabotuntutan masyarakatoagar prosesoberperkara berjalanocepat, 

sedehana, danomurah. Denganodemikian, BPSKohanya menerimaoperkara yangonilai 
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kerugiannyaokecil. Pemeriksaanodilakukan olehohakim tunggalodan kehadiranopenuh pyhak 

ketigaa (pengaacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan. Putusan dari 

BPSK tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku. 

 Peran BPSK dalam menangani sengketa konsumen, yakni terdiri dari tugas dan wewenang 

BPSK yang diatur dalam Pasal 52 UUPK antara lain: 

1. melaksanakanopenanganan danopenyelesaian sengketaokonsumen, denganocara melallui 

medyasi, arbytrasi, ataau konsiliasi 

2. memberikanokonsultasi perlindunganokonsumen 

3. pengawasanoklausul baaku 

4. melaporokepada penyidikoumum apabilaoterjadi pelanggaranoundang – undangoini 

5. menerimaopengaduan dariokonsumen, lisanoatau tertulisotentang dylanggarnya 

perlindunganokonsumen 

6. melakukanopenelitian danopemeriksaan sengketaokonsumen 

7. memanggilopelaku usahaopelanggar 

8. menghadirkanosaksi, saksioahli, dann/ atauosetiap orangoyang dianggapomengetahui 

pelanggaranoitu 

9. memintaobantuan penyidikountuk menghadirkanotersebut hurufog, apabilaotidak mauu 

memenuhiopanggilan 

10. mendapatkanopeeneliti dann/ atauomenilai suratt, dokumenoatau alatt – allat buktiolain 

gunaopenyelidikan dann/ atauopemeriksaan. 

11. memutuskanodan menetapkanoada tidaknyaokerugian kosumen 

12. memberitahukanokeputusan kepadaopelaku usahaopelanggar undanng – undanng  

13. menjatuhkanosanksi administrativeokepada pelakuousaha pelanggaroundang – undanng. 

 Dalamomenyelesaikan sengketaokonsumen dibentukomajelis yangoterdiri atasosetidaknya 

tigaoanggota dibantuooleh seorangopanitera (Pasalo54 ayato(1) dano(2)). Putusanoyang 

dijatuhkanoMajelis BPSKobersifat fynal dab mengykat (Pasalo54 ayato(3)). BPSKowajib 

menjatuhkanoputusan sellambat – lambattnya 2I (duaopuluh sattu) hariosejak gugatanoditerima 

(Pasalo55). KeputusanoBPSK ituowajib dilaksanakanopelaku usahaodalam jangkaowaktu 7 

(tujuuh) hariosetelah diterimnya, atauoapabila iaokeberatan dapatomengajukannya kpada 

PengadilanoNegeri dalamojangka waktuo14 (empatobelas) harii. Pengadilanonegeri yanng 

menerimaokeberatan pelakuousaha memutus perkaraotersebut dalamojangka waktuo21 (dua 

puluh satu) hariosejak diterimanyaokeberatan trsebut (Pasalo58). Selanjutnyaokasasi paada 

putusanoPengadilan Negerioini diberiowaktu 14ohari untukomengajukan kasasiokepada 

MahkamahoAgung (MA). Keputuusan MA wajibodikeluarkan dalamojangka waktuo30 hariosejak 

permohonanokasasi (Pasalo58).24 

E. Eksekusi Objek Gadai (study kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 480 K/ Pdt. Sus/ 2012) 

Kasus Posisi 

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 480 K/ Pdt. Sus/ 2012, mengenai sengketa 

antara kreditur dengan debitur atas eksekusi lelang objek jaminan gadai. Awalnya Martha Sitorus 

(debitur) yang bertempat tinggal di jalan Matahari II No. 140 blok 5, Kelurahan Helvetia, 

Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan mendatangai PERUM Pegadaian kator wilayah I 
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(kreditur) yang berkedudukan di jalan Pegadaian No. 112 Medan, untuk mengajukan kredit gadai. 

Singkat cerita, Martha Sitorus mendapat fasilitas kredit gadai dengan Surat Bukti Kredit (SBK) 

Nomor 03763 dan Nomor 03765 dengan jumlah pinjaman kurang lebih sebesar Rp.9.700.000, - 

(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari PERUM pegadaian kantor wilayah I Kota Medan, 

dengan objek jaminan gadainya berupa: Rante Tura Mancur, Gelang Kaki model Gelombang, 

Cincin Elisabeth Mata Berlian, dan Liontin Labu Mata Berlian. 

Kredit gadai yang disalurkan oleh Kreditur ke Debitur telah jatuh lelang pada tanggal 20 

Juli 2009 dengan SBK Nomor 03763 dan Nomor 03765, namun sampai dengan tanggal jatuh lelang, 

Debitur tidak pernah datang untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang jangka waktu 

kredit gadai. Dengan kejadian tersebut, Kreditur beritikad baik untuk melakukan penundaan 

lelang agar debitur dapat melunasi kredit gadai atau memperpanjang waktu kredit gadai, 

sehingga lelang dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2009 yang disertai dengan melakukan 

pemberitahuan lelang melalui telepon dan mengirim surat pemberitahuan lelang ke alamat tempat 

tinggal debitur pada tanggal 23 Juli 2009 yang diterima oleh saudari Jenny Pada tanggal 24 Juli 

2009. Bahwa sampai dengan tanggal jatuh lelang 6 Agustus 2009, debitur masih juga tidak datang 

untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang jangka waktu kredit gadai. Agar hubungan 

baik antara kreditur dengan debitur tetap terjaga, kreditur beritikad baik untuk memberikan 

kesempatan kepada debitur, dengan menunda pelaksanaan lelang tanggal 6 Agustus 2009, 

sehingga lelang dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2009. Tetapi sampai jatuh lelang tanggal 28 

Agustus 2009, debitur tidak datang untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang jangka 

waktu kredit gadai. Sehingga kreditur melaksanakan lelang terhadap objek jaminan gadai milik 

debitur pada tanggal 28 Agustus 2009. 

Pihak debitur keberatan atas lelang objek jaminan gadai miliknya, karena debitur 

beranggapan bahwa tidak pernah diberitahukan oleh kreditur mengenai informasi tanggal 

lelangnya, sehingga debitur merasa telah ditipu oleh kreditur. Akhirnya debitur membawa 

perkara ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan. Setelah itu BPSK 

menyatakan kreditur tidak mempunyai itikad baikodalam melakukanokegiatan usahanyaoyaitu 

tidakomemberikan informasioyang jelasodan jujurr kepada debitur. Sebaliknya kreditur 

menganggap bahwa debiturlah yang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kredit gadai atau 

memperpanjang waktu kredit gadai miliknya. Atas putusan BPSK tersebut, kreditur melakukan 

gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, tetapi putusan Pengadilan Negeri Medan meyatakan 

menolak gugatan kreditur, selanjutnya kreditur melakukan kasasi dan putusan MA menyatakan 

menolak permohonan pemohon kasasi. Tetapi dari putusan MA tersebut, terdapat perbedaan 

pendapat (Dissenting Opinion) dari salah satu anggota majelis hakim, anggota majelis hakim 

tersebut berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan yang 

cukup (onvoldoende Gemotiveerd) dalam memutus perkara tersebut, yakni tidak memberikan 

pertimbangan tentang lelang yang telah dilakukan kreditur terhadap barang perhiasan yang 

dijadikan jaminan oleh debitur dalam hubungan pegang gadai antara kreditur dengan debitur.  

Berdasarkan ringkasan uraian kasus posisi yang diteliti oleh peneliti tentang  Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 480 K/ Pdt. Sus/ 2012. Peneliti menemukan fakta – fakta hukum antara 

lain: 

1. Bahwa, Martha Sitorus (debitur) yang bertempat tinggal di jalan Matahari II No. 140 

blok 5, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan mendatangai 



PERUM Pegadaian kator wilayah I (kreditur) yang berkedudukan di jalan Pegadaian 

No. 112 Medan, untuk mengajukan kredit gadai. 

2. Bahwa, Martha Sitorus sepakat untuk melakukan perjanjian gadai dengan PERUM 

Pegadaian kator wilayah I yang berkedudukan di jalan Pegadaian No. 112 Medan, 

dengan jaminan gadai berupa Rante Tura Mancur, Gelang Kaki model Gelombang, 

Cincin Elisabeth Mata Berlian, dan Liontin Labu Mata Berlian 

3. Bahwa, Marta Sitorus sepakat untuk gadai perhiasan – perhiasannya dengan nominal 

Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan Surat Bukti Kredit (SBK) 

Nomor 03763 dan Nomor 03765. 

4. Bahwa, Kreditur meberikan informasi ke debitur, tentang Kredit gadai yang disalurkan 

oleh Kreditur ke Debitur telah jatuh lelang pada tanggal 20 Juli 2009 dengan SBK Nomor 

03763 dan Nomor 03765. Namun debitur tidak pernah datang untuk melunasi kredit 

gadai atau memperpanjang jangka waktu kredit gadai. 

5. Bahwa, Kreditur beritikad baik untuk melakukan penundaan lelang, dengan maksud 

agar debitur dapat melunasi kredit gadai atau memperpanjang waktu kredit gadai, 

sehingga lelang dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2009, yang disertai dengan melakukan 

pemberitahuan lelang melalui telepon dan mengirim surat pemberitahuan lelang ke 

alamat tempat tinggal debitur pada tanggal 23 Juli 2009, yang diterima oleh saudari 

Jenny Pada tanggal 24 Juli 2009. 

6. Bahwa sampai dengan tanggal jatuh lelang 6 Agustus 2009, debitur masih juga tidak 

datang untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang jangka waktu kredit gadai. 

7. Bahwa, kreditur beritikad baik untuk memberikan kesempatan kepada debitur, dengan 

maksud Agar hubungan baik antara kreditur dengan debitur tetap terjaga. Maka 

kreditur menunda pelaksanaan lelang tanggal 6 Agustus 2009, sehingga lelang 

dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2009. 

8. Bahwa, debitur tidak datang lagi untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang 

jangka waktu kredit gadai, sampai jatuh lelang tanggal 28 Agustus 2009.  

9. Bahwa, kreditur telah beritikad baik dengn menunda lelang sampai tiga kali dengan 

pemberitahuan lelang ke debitur sebelum lelang dilaksanakan, tetapi debitur tidak ada 

itikad baik untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang jangka waktu kredit 

gadai. Sehingga dengan terpaksa kreditur melaksanakan lelang terhadap objek jaminan 

gadai milik debitur pada tanggal 28 Agustus 2009. 

10. Bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum yang dikemukan oleh peneliti, maka peneliti 

berpendapat bahwa subjek yang bersengketa adalah Kreditur dan Debitur, bukan 

Konsumen dan Pelaku Usaha/ Penjual. 

11. Bahwa, Perjanjian yang dilakukan ini sifatnya minjam – meminjam uang, bukan jual – 

beli barang atau jasa. 

12. Bahwa, tindakan kreditur yang melakukan lelang terthadap objek jaminan milik 

debitur, telah sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1155 Kitab Undang – 

Undang Hukum Perdata (KHUPer) 

Sehingga pendapat peneliti tentang peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

adalah sebagai pengadilan khusus konsumen, yang berwenang menangani dan menyelesaikan 

sengketa anatara konsumen dan pelaku usaha/ penjual. Oleh karena itu, BPSK tidak berwenang 

untuk membatalkan eksekusi objek jaminan gadai yang dilakukan oleh kreditur. Karena subjek 



yang bersengketa adalah antara kreditur dan debitur, bukan konsumen dan pelaku usaha/ 

penjual. 

KESIMPULAN: 

1. Bahwa berdasarkan pasal 1155 KUHPer, pemegang gadai (kreditur) berhak apabila si 

debitur tidak menempati janjinya, untuk dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari 

pemilik barang – barang gadai itu, menjual barang – barang tersebut tanpa keharusan 

untuk memenuhi formalitas – formalitas lainnya kecuali mengindahkan kebiasaan – 

kebiasaan setempat, ia tidak perlu minta perantara perantaraan hakim, tidak perlu 

mempergunakan jasa – jasa jurusita, tidak memerlukan penyitaan. Pemegang gadai 

menjual barang – barang yang digadaikan itu seolah – olah ia sendiri adalah pemilik dari 

barang – barang tersebut. Seorang pemegang gadai adalah satu –satunya yang dapat 

mengeksekusi tanpa titel eksekutorial. 

2. hak gadai bagi si kreditur: Pertama, ia adalah kreditur yang preferent, yaitu kreditur yang 

harus didahulukan daripada kreditur – kreditur lainnya. Kedua, ia dengan mudah dapat 

merealisasikan haknya. 

3. BPSK tidak berwenang untuk membatalkan eksekusi objek jaminan gadai yang dilakukan 

oleh kreditur. Karena subjek yang bersengketa adalah antara kreditur dan debitur, bukan 

konsumen dan pelaku usaha/ penjual. 

SARAN: 

1. Hendaknya majelis hakim dalam memutus suatu perkara harus teliti dan bijak dalam 

memeprtimbangkan fakta – fakta hukum yang ada, sehingga putusan tersebut tidak 

menimbulkan kerugian bagi pihak – pihak yang berperkara di Pengadilan 

2. Hendaknya kreditur mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan 

mahkamah agung yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak kreditur 

 


